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No.569, 2020

KEMEN-LHK. Limbah Bahan Berbahaya Beracun.
Penyimpanan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020

TENTANG

PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,

perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya

dan Beracun;

1.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5617);
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Menetapkan

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
KEHUTANAN TENTANG PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen
lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak
lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan
hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia
dan makhluk hidup lain.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya
disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

4. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau

penimbunan.
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Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena
usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 sebelum
dikirim ke tempat pengolahan Limbah B3, pemanfaatan
Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3.
Pemanfaat Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan pemanfaatan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.

Penimbun Limbah B3 adalah badan wusaha yang
melakukan kegiatan penimbunan Limbah B3.
Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan
Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang
dihasilkannya.

Pengemasan Limbah B3 adalah cara menempatkan atau
mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan
penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau
pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi
lingkungan hidup dan kesehatan manusia.

Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup.

Pasal 2

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul
Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan
Penyimpanan Limbah B3.

Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif
lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm? (satu

Becquerel per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi
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(1)

(2)

aktivitas sebesar:

a. 1 Bqg/gr (satu Becquerel per gram) untuk tiap
radionuklida anggota deret uranium dan thorium;
atau

b. 10 Bq/gr (sepuluh Becquerel per gram) untuk
kalium,

Wajib dilakukan intervensi paparan technologically

enhanced naturally occurring radioactive material

(TENORM) sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1):

a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, wajib
memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3;

b. Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
pengumpulan Limbah B3;

c. Pemanfaat Limbah B3 wajib memiliki izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
pemanfaatan Limbah B3;

d. Pengolah Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3;
dan

e. Penimbun Limbah B3 wajib memiliki izin
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan
Limbah B3.

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 oleh Pengumpul

Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,

dan/atau Penimbun Limbah B3 diintegrasikan ke dalam

izin Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
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(3) Tata cara penerbitan izin Pengelolaan Limbah B3
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4
Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 wajib memenuhi ketentuan:
a. persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3; dan

b. pemantauan dan pelaporan.

BAB II
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENYIMPANAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
Persyaratan dan tata cara Penyimpanan Limbah B3 meliputi:
a. Tempat Penyimpanan Limbah B3;
b. Cara Penyimpanan Limbah B3; dan
c. Waktu Penyimpanan Limbah B3.

Bagian Kedua

Tempat Penyimpanan Limbah B3

Paragraf 1

Umum

Pasal 6
Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a wajib memenuhi persyaratan:
a. Lokasi Penyimpanan Limbah B3;
b. peralatan penanggulangan keadaan darurat; dan

c. fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
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